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6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6864); 

5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 

Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 380); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK DAN 

PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN 

TEKNOLOGI, RISET DAN INOVASI TAHUN 2024-2026. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom.  
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, 

pengembangan dan inovasi. 

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. 

8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk 

menentukan kebijakan  masa  depan  melalui  urutan pilihan 

yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam 

jangka waktu tertentu di Daerah. 

9. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi, Riset dan Inovasi  di Daerah adalah dokumen 

perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, 

komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu 

pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam 

mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan 

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

pembangunan 5 (lima) tahun. 

11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD 

adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah 

yang digunakan oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan. 

 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini disusun berdasarkan: 

a. program prioritas pembangunan yang tercantum dalam 

RPJMD atau RPD untuk dipercepat capaian target programnya; 
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b. hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat 

Daerah dan pemangku kepentingan; 

c. isu-isu strategis yang berkembang; dan 

d. kebijakan nasional. 

 

BAB II 

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU 

PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, RISET DAN INOVASI 

TAHUN 2024-2026 

Pasal 3 

(1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi, Riset dan Inovasi Tahun 2024-2026  terdiri 

dari 8 (delapan) Bab yang disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

a. BAB I     : Pendahuluan; 

b. BAB II    : Gambaran umum dan kondisi riset inovasi   

Provinsi Sumatera Utara; 

c. BAB III   : Tantangan dan peluang riset dan inovasi di 

Provinsi Sumatera Utara; 

d. BAB IV  : Analisis kesenjangan kebijakan berbasis 

ekosistem  riset dan  inovasi daerah; 

e. BAB V  : Strategi riset dan inovasi di daerah; 

f. BAB VI   : Peta jalan riset dan inovasi di daerah; 

g. BAB VII  : Rencana aksi tahunan riset dan inovasi 

daerah; dan 

h. BAB VIII : Penutup 

(2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi, Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 4 

(1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi, Riset dan Inovasi di daerah dijabarkan dalam 

rencana aksi riset dan inovasi di daerah. 

(2) Rencana aksi riset dan inovasi di daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan 

yang disusun oleh Kepala Badan. 
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LAMPIRAN   

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA 

NOMOR    18 TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN 

PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN 

TEKNOLOGI, RISET DAN INOVASI TAHUN 

2024-2026. 

 


